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ABSTRAK 

 

 

 

Problematika pengawasan hakim di Indonesia berawal pada posisi dilematis 

Komisi Yudisial, yang di satu sisi ia wajib menjaga marwah peradilan, namun di 

sisi lain ia hanya diberikan kewenangan yang bersifat usulan atau rekomendasi 

semata. Kondisi ini menciptakan ruang ketegangan dengan Mahkamah Agung, 

terutama saat menyentuh ranah pengawasan hakim di lingkungan Mahkamah 

Agung. Akibatnya, sistem pengawasan yang seharusnya menjadi alat koreksi 

perilaku hakim justru kehilangan maknanya karena adanya dualisme kepentingan 

dan hambatan prosedural antar institusi tersebut. 

Penelitian bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup tugas dan 

kewenangan Komisi Yudisial, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan 

kewenangan yang timbul antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, serta 

merumuskan langkah-langkah strategis dalam upaya harmonisasi kewenangan 

pengawasan Komisi Yudisial dan Mahkmah Agung agar lebih efektif. Penelitian 

ini menggunakan metode pendekatan doktrinal-preskriptif. Jenis data yang 

digunakan oleh penulis adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data 

dilakukan melalui studi kepustakaan. Adapun metode analisis data yang digunakan 

yaitu metode kualitatif. 

Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa diperlukan harmonisasi 

kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, yang menunjukkan 

adanya kejelasan batas antara teknis yudisial dan perilaku hakim. Harmonisasi 

tersebut tidak dimaknai sebagai perluasan kekuasaan, melainkan penegasan 

terhadap fungsi etik dan moral yang menjamin akuntabilitas serta independensi 

lembaga peradilan di Indonesia. Selain itu, perlu adanya penguatan anggaran 

Komisi Yudisial agar Komisi Yudisial dapat meningkatkan kinerja pengawasan 

hakim. 
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